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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Konsep Good governance atau tata kepemerintahan yang baik merupakan salah satu 

upaya guna menciptakan keteraturan dan kesinambungan dalam sistem tata pemerintahan.  

Konsep ini, menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kualitas di beberapa aspek 

kepemerintahan. Negara Indonesia tergolong sebagai negara berkembang di mana 

masyarakatnya sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat 

modern (maju). Bagi Indonesia yang sudah terlalu lama mengalami penjajahan, kondisi 

tersebut sangat mempengaruhi sistem birokrasi pemerintahan yang ada. Implikasi dari 

penjajahan terhadap birokrasi pemerintahan antara lain maraknya praktik korupsi, 

primordialisme, pengeksploitasian birokrasi oleh kepentingan politik penguasa, serta budaya 

birokrat yang tidak pernah memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Berbagai 

implikasi tersebut terus berlangsung dari masa ke masa hingga sekarang. Jika semua hal 

tersebut tidak diatasi sesegera mungkin maka impian negara untuk mencapai good 

governance hanya akan menjadi sebuah omong kosong. 

Good governance tercermin melalui pemberian layanan publik yang berkualitas dari 

pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai good governance, maka pemerintah harus 

menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan publik. 

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, 

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas, dan 

asas akuntabilitas.Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 
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berbangsa dan bernegara.Menurut Mardiasmo (1999:18)Good governance merupakan suatu 

konsep pendekatan orientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang 

baik. Pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, 

telegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pengembangan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN) diperlukan dalam mewujudkan good governance. 

Salah satu asas penyelenggaraan negara yang sangat penting keberadaannya dalam 

suatu birokrasi pemerintah adalah asas akuntabilitas. Pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 

1999 disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yangmenentukan bahwa setiap dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka 

diperlukan suatusistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, serta legitimate, yang dapat 

menjaminterlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dariunsur Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

akuntabilitas bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan 

publik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan 

harapan masyarakat.Untuk mencapai kualitas yang diinginkan oleh masyarakat, akuntabilitas 

harusdilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik yang meliputi kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. 

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good governance dimana 

prinsip akuntabiltas mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kegiatan 
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yang bersih dan baik.Akuntabilitas menjadi salah satu upaya keterbukaan pemerintah dengan 

mempertanggungjawabkan pada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Akuntabilitas 

juga diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.  

Aspek yang terkandung dalam akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak 

untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka diberi 

kepercayaan.Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas sebagai salah satu 

prinsip good governance tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi 

mencakup juga paraktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik 

langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, 

akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai 

landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat. 

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru hampir 

seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini 

khususnya dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan.Fenomena ini merupakan 

imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai muncul kembali pada awal era reformasi di tahun 

1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak 

mampu diterapkan secara  konsisten di setiap bidang kepemerintahan yang pada akhirnya 

menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai 

penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di 

Indonesia.Pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara 

bertahap dalam lingkungan pemerintahan.Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan 

langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas disetiap instansi pemerintah menunjukan 

keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. 
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Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang dituntut 

untuk dapat menerapkan akuntabilitas secara efektif dan efisien terutama dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Namun, pelaksanaan akuntabilitas di Kabupaten Ogan Ilir belum 

memberikan pelayanan yang baik, mengelola keuangan dengan baik dan 

mempertanggungjawabkan dana yang terhimpun merupakan perwujudan akuntabilitas 

pemerintahan itu sendiri. 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik 

untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak 

ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas keuangan sangat penting 

karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat (Mahmudi, 

2010:11). 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan, pemerintah telah mengeluarkan 

beberapa peraturan dan perundang-undangan untuk mengatur tentang sistem keuangan negara 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. Akuntabilitas yang akan dinilai disini 

adalahAkuntabilitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kabupaten Ogan Ilir (DPMD)dapat mengelola penggunaan dana desa di 16 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Ogan Ilir berikut daftar kecamatan yang dapat dilihat tabel 1.1 berikut 

ini. 

 

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir 

No  Kecamatan Jumlah Desa 

1  Indralaya 17 
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2  Indralaya Utara 15 

3  Indralaya Selatan 14 

4  Pemulutan 25 

5  Pemulutan Barat 11 

6  Pemulutan Selatan 15 

7  Tanjung Batu 19 

8  Payaraman 11 

9  Tanjung Raja 15 

10  Sungai Pinang 12 

11  Rantau Panjang 12 

12  Muara Kuang 13 

13  Rambang Kuang 13 

14  Lubuk Keliat 10 

15  Rantau Alai 13 

16  Kandis 12 

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Wawancara Mendalam Kepada Kepala Bidang usaha 

Ekonomi Desa, 09 januari 2019 

 

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat sebanyak 16 kecamatandi Kabupaten Ogan Ilir yaitu 

Indaralaya, Indaralaya Utara, Indralaya Selatan, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan 

Selatan, Tanjung Batu, Payaraman, Tanjung Raja, Sungai Pinang, Rantau Panjang, Muara 

Kuang, Rambang Kuang, Lubuk Keliat, Rantau Alai, dan Kandis.  

Jumlah dana desa di Kabupaten Ogan Ilir setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan 

dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2015 dana desa sebanyak 61 M dan di tahun 2016 

dana desa sebanyak 137 M. Untuk melihat jumlah dana desa setiap tahunnya dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut ini. 
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Tabel 1.2 Jumlah Dana Desa Setiap Tahun di Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun Jumlah Anggaran Pagu Keterangan 

2015 61.530.628.000 Meningkat  

2016 137.920.919.000 Meningkat 

2017 170.844.000. 067  Meningkat 

2018 176.964.320.000 Meningkat 

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Wawancara Mendalam Kepada Kepala Bidang Usaha 

Ekonomi Desa, 20 Juni 2016    

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 Jumlah dana desa tahun 2015 sebanyak 61 M, tahun 2016 

sebanyak 137 M, tahun 2017 sebanyak 170 M, tahun 2018 sebanyak 176 M, tabel diatas 

menunjukan setiap tahun dana desa di kabupaten ogan ilir selalu meningkat. 

Pelaksanaan program dana desa memiliki anggaran yang telah dianggarkan untuk 

dibelanjakan seluruhnya agar program terpenuhi. Menurut penjelasan Kepala Bidang  Usaha 

Ekonomi Desa, program terealisasi 100%. mencapai target. Berikut rincian realisasi 

penggunaan dana desa pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut. 
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Tabel 1.3 Pembagian PAGU Setiap Kecamatan 

No Kecamatan Jumlah Anggaran Pagu Keterangan 

1  Muara Kuang 9.891.602.000 Terealisasi 

2  Tanjung Batu 13.388.453.000 Terealisasi 

3  Tanjung Raja 10.922.980.000 Terealisasi 

4  Indralaya 12.173.229.000 Terealisasi 

5  Pemulutan 21.004.372.000 Terealisasi 

6  Rantau Alai 9.484.274.000 Terealisasi 

7  Indralaya Utara 10.746.051.000 Terealisasi 

8  Indralaya Selatan 9.688.881.000 Terealisasi 

9  Pemulutan Selatan 13.574.252.000 Terealisasi 

10  Pemulutan Barat 9.264.615.000 Terealisasi 

11  Rantau Panjang 10.821.844.000 Terealisasi 

12  Sungai Pinang 10.854.400.000 Terealisasi 

13  Kandis 9.025.178.000 Terealisasi 

14  Rambang Kuang 9.308.956.000 Terealisasi 

15  Lubuk Keliat 8.413.695.000 Terealisasi 

16  Payaraman 8.401.538.000 Terealisasi 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarak Desa Kabupaten Ogan Ilir 09 Januari 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui besar nya dana desa yang di dapat setiap 

kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. Dana desa setiap kabupaten tidaklah sama, hal 

itu disebabkan banyak faktor diantara nya : 1. Jumlah Penduduk, 2. Angka Kemiskinan, 3. Luas 

Wilayah, dan 4. Tingkat Kesulitan Geografis. 

Akuntabilitas berperan penting untuk menciptakan suatu instansi berjalan dengan baik 

dan benar,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Ilir adalahsalah 

satu dinas yang diharapkan dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, dalam hal ini 

berkaitan dengan penggunaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir. Birokrasi publik dapat 

dikatakan akuntabel manakala dapat mewujudkan harapan/keinginan publik (pelayanan 
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publik yang profesional dan kepuasan publik). 

Kriteria untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan benar adalah efektif, 

efisien dan transparansi. Akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban yang 

mana kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan. Akuntabilitas merupakan kebutuhan dalam 

menjelaskan dan memberikan alasan-alasan bagi tindakan-tindakan yang telah dilakukan. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan 

daerah.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada 

kabupaten. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat  

dan desa 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas  

dan fungsiya. 

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan 

adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus 

dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup 
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tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. 

Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa 

prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa 

memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.  

Beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 

2018 yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut :  

Ayat 1: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Ayat 2: Pritoritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas 

bidang. 

Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa 

peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta 

peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. 

Dari ke tiga ayat tersebut dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa 

tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan 

kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang berada di desa. Hal ini tercantum pada ayat 1 

yang kemudian dikuatkan kembali pada ayat 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam hal 

peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa tercantum denga jelas pada Pasal 5. Pada 

Pasal 5 ini dijelaskan bagaimana upaya tersebut bisa dijalankan seperti pengadaan 

pembanguan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk 

pemenuh kebutuhan seperti transportasi, energi dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya 

yang tercantum dalam Pasal 5. 
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Selain itu, lintas bidang yang dimaksud dalam ayat dua adalah Bidang Pembangunan 

Desa yang tercantum pada Pasal 5 Permen No. 16 Tahun 2018 yakni pada bidang kesehatan 

masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi serta berbagai bidang lainnya 

yang tercakup pada Pasal 5. 

Sedangkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai usaha untuk peningkatan 

pelayanan publik di tingkat desa dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 6 Permen No. 16 Tahun 

2018 yang menjelaskan beberapa kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi penyediaan air 

bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita, hingga pelatihan 

pemantauan perkembanguan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan 

lainnya. 

Beberapa pasal selanjutnya juga masih memberikan keterangan untuk ayat-ayat yang 

ada dalam Pasal 4 Permen No. 16 Tahun 2018. Seperti contohnya pada pasal 7 yang 

memberikan informasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa seperti Program 

Pembangunan Sarana Olahraga Desa yang mana diputuskan melalui musyawarah desa. 

Prioritas Penggunaan Dana Desa juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8 yang mana 

ada 5 ayat yang berhubungan pada pembangunan non fisik seperti peningkatan SDM yakni 

Program Kegiatan Padat Karya juga termasuk dalam penanganan masalah kemiskinan dan 

juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru.Itulah penjelasan 

mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Permen No. 16  Tahun 

2018 yang akan dilaksanakan hingga tahun depan. 

Anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam upaya untuk peningkatan 

profesionalisme agar dapat memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika 

birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan 

masyarakat.Perlu diperhatikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran yang benar, 

sehingga dalam pelaksanaan dilapangan tidak ditemukan indikasi ketidak transparansian 
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dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta terwujudnya anggaran yang 

akuntabel.Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat 

permasalahan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul  “Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat ditelusuri permasalahan 

terkait pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa dari aspek akuntabilitasnya 

maka rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana Akuntabilitas Penggunaan 

Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir  Tahun 2018. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas maka tujuan yang ingin  

dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  Akuntabilitas Penggunaan Dana 

Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir  Tahun 2018. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan  permasalahan  yang  menjadi  fokus  penelitian  dan  tujuan yang ingin 

dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis,  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau 

sebagai referensi mengenai Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir  Tahun 2018. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada  pihak-

pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan guna  meningkatkan 

Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Ogan Ilir  Tahun 2018. 
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